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P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah  menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten

Limapuluh Kota, sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat,  umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,

tempat  tinggal  di  Kabupaten  Limapuluh  Kota,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  21

Januari  2022 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Payakumbuh  dengan  register  perkara  Nomor  62/Pdt.G/2022/PA.Pyk,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah

pada  tanggal  06  Oktober  2017,  yang  tercatat  dalam Kutipan  Akta  Nikah

Nomor  0183/05/X/2017  tanggal  06  Oktober  2017,  yang  dikeluarkan  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Akabiluru,

Kabupaten Limapuluh Kota; 
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2.  Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sekitar 1 tahun,

kemudian pindah ke rumah Tergugat di   Kabupaten Limapuluh Kota sampai

berpisah; 

3.  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;  

4.  Bahwa sejak  bulan Januari  2019,  rumah tangga Penggugat  dengan

Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran

dan perselisihan yang disebabkan: 

4.1. Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  dan

kebutuhan  rumah  tangga,  karena  Tergugat  pelit  memberikan  uang

belanja  kepada  Penggugat,  sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan

sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;  

4.2. Tergugat  sering  berhubungan mantan istrinya,  bahkan Tergugat

lebih peduli kepada mantan istrinya daripada kepada Penggugat;  

5.   Bahwa pertengkaran sering  terjadi  dengan  alasan yang sama,  dan

Pengugat  sudah  berusaha  untuk  mengingatkan  Tergugat  agar  merubah

sikapnya,  tetapi  Tergugat  tidak  pernah  menanggapinya,  bahkan  antara

Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sekitar 1 minggu,

kemudian rukun kembali;  

6.   Bahwa pada bulan Desember 2021, Tergugat tanpa sebab dan alasan

yang jelas mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat,  dan Tergugat

akan kembali kepada mantan istrinya, dan sejak saat itu antara Penggugat

dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;  

7.   Bahwa  sekarang  Penggugat  sudah  tinggal  dan  menetap  di  rumah

sendiri  di  Kabupaten  Limapuluh  Kota,  sedangkan  Tergugat  sekarang

 tinggal dan menetap di rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota;  

8.   Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk

Penggugat; 

9.   Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beserta  pihak  keluarga   sudah

berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi

tidak berhasil;  
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10.  Bahwa  berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas  sekarang

Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan

dengan Tergugat,  oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai

dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku; 

11.  Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di  atas, Penggugat dalam

menyelesaikan perkara ini  bersedia untuk  membayar  segala biaya yang

timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim Pengadilan

Agama  tersebut  untuk  menetapkan  hari  persidangan  perkara  ini  dengan

memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai

berikut:

PRIMER

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  tehadap

Penggugat (Penggugat); 

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

SUBSIDER

-     Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  penetapan  yang

seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator H.A. Havizh Martius,

S.Ag., SH., MH tanggal 2 Febuari 2022, ternyata mediasi  berhasil mencapai

kesepakan damai;

Bahwa  dipersidangan  Penggugat  menyatakan  mencabut  kembali

gugatannya karena telah berbaik lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala

hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  dalam  bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  Payakumbuh

berwenang memeriksa dan memberikan penetapan  terhadap gugatan a quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi  dan  patut  untuk  menghadap  di  persidangan,  dan  terhadap  panggilan

tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses

mediasi dengan mediator H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagaimana

laporan  mediator  tanggal  9  Februari  2022,  mediasi  tersebut  berhasil

mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan di persidangan mencabut

kembali gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa,  dalam persidangan setelah  para  pihak mengikuti

proses  mediasi  atas  pertanyaan  Majelis  Hakim  Penggugat  menyampaikan

mediakan  yang  telah  Penggugat  dan  Tergugat  ikuti  bersail  berdamai  dan

menyampaikan mencabut kembali permohonan Penggugat;

Menimbang,  bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat  tersebut  tidak

melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab dan, untuk itu

permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  majelis  berpendapat  pencabutan  perkara  yang

dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal

271 dan 272 Reglement of de Rechtsvodering (Rv) dan Yurisprudensi dalam

Penetapan Mahkamah Agung No. 1742 K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa walaupun Rv tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi

kekosongan hukum dan ketertiban beracara, masih dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan oleh

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;
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Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah

proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus diperhitungkan; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan

azas lex spesialis drogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara

ini  harus  dibebankan  kepada  Penggugat  yang  jumlahnya  seperti  tercantum

dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor  62/Pdt.G/2022/PA.

Pyk dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara; 

3. Membebankan  kepada Penggugat  untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Payakumbuh  pada  hari  Rabu  tanggal  9  Februari  2022 Masehi

bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Dr. Muhammad Fauzan,

S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati,

M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Amelia,  S.H.I.. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

 

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.
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Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

  

Drs. Irmantasir, M.H.I. Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

 

Amelia, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Biaya Proses : Rp65.000,00

3. Biaya  PNBP  Penyerahan  Akta
Panggilan

Rp20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp160.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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